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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang. 

Badan usaha berbentuk PT ini banyak diminati oleh para pengusaha di Indonesia. 

Menurut Sri Rejeki Hartono, alasan mendirikan perusahaan dalam bentuk PT adalah karena 

PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu 

mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensil untuk memperoleh 

keuntungan baik bagi instansinya sendiri · maupun bagi para pendukungnya (pemegang 

saham). Oleh karena itu, bentuk badan usaha ini sangat diminati oleh masyarakat.1 

Pada kenyataannya kreditur, dalam hal ini pihak perbankan, di dalam menyalurkan 

dana pinjaman yang berjumlah besar mensyaratkan bahwa pihak debitur haruslah merupakan 

badan usaha yang berbadan hukum dan status badan hukum ini dimiliki oleh PT. Di samping, 

itu badan usaha yang melakukan kegiatan pengerahan dana masyarakat hams badan hukum 

yang berbentuk PT, misalnya badan usaha yang menjalankan usaha perbankan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1 998 Tentang Perbankan. 

Demikian pula, berdasark.an Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, 

temyata pihak yang bisa melakuk.an penawaran umum melalui pasar modal ( emiten) hanyalah 

Perseroan Terbatas. Di sini PT mampu mengadakan kapitalisasi dengan menawarkan 

sahamnya di bursa modal. 

Badan hukum, jika dibandingkan dengan badan usaha lain misalnya Firma, CV, atau 

U sal1a Dagang, maka kedudukan PT adalah berbeda, karena pendiri PT dapat mengalihkan 

1 Sri Redjeki Hartono, Beberapa Aspek Permodalan pada Perseroan Terbatas, Makalah, 
disampaikan dalam seminar di UGM, Yogyakarta, 1995, Hal. 2. 
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Badan hukum. jika dibandingkan dengan badan usaha lain misalnya Pinna, CV, atau 

Usaha Dagang. maka kedudukan PT adalah berbeda, karena pendiri PT dapat mengalihkan 

tanggung jawab atas perbuatan hukwn yang dilakukannya kepada perseroan dan pemegang 

saham (sekutu) tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap perikatan yang dibuat oleh 

perseroan. PT merupakan subjek hukwn yang mampu mendukung hak dan kewajiban. 

sebagaimana orang sebagai subjek hukum. Oleh karena itu eksistensinya diakui dalam lalu 

lintas hukwn. Sebaliknya, di dalam perusahaan yang berbentuk Finna, CV, dan Usaha 

Dagang bukan merupakan badan hukum, maka setiap sekutu bertanggung jawab secara 

pribadi dan unruk seluruhnya bagi perikatan-perikatan persekutuan. 

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1Tahun1995 Tentang PT, menyatakan : 

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan 

berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini 

serta peraturan pelaksanannya." Rumusan pasal ini memberi pengertian bahwa modal PT, 

seluruhnya terbagi dalam saham yang dapat dimiliki oleh beberapa orang sebagai penanam 

modal yang disebut juga pemegang saham. 

Ketika perseroan memperoleh status badan hukum, maka tanggung jawab para 

pesero berubah dari tanggung jawab pribadi menjadi tanggung jawab terbatas hanya sebesar 

modal yang dimasukkan ke perusahaan. 2 

Apabila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang PT, dimana pemegang 

saham perseroan ti<talc bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama 

2 Bismar Nasution, Modul II: Hu/cum Perseroan Terbatas (Materi Kuliah Hu/cum Untuk 
Bisnis), USU, Medan, Hal. 10. 
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perseroan, dan pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi 

nilai saham yang telah dimilikinya Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemegang 

saham tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara pribadi atas segala akibat yang timbuJ dari 

adanya perikatan yang dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga walaupun seandainya 

perseroan mengalami kerugian, maka tetap pemegang saham tidak bertanggung jawab 

melebihi nilai saham yang dimilikinya atau yang telah diambilnya Inilah risiko yang 

ditanggung oleh pemegang saham yang dapat diperhitungkan terlebih dahulu. Oleh karena 

itu, ditinjau dari segi keamanan bagi para pemegang saham, Perseroan Terbatas lebih dapat 

meminimalkan risiko dibanding dengan bentuk usaha lainnya. Bahwa Pasal 3 ayat (2) UUPT 

menentukan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) tidak berlaku apabila: 

a persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 

b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan 

itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi; 

c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh perseroan; atau 

d. pemegaog saham yang bersangkutan baik laogsung maupun tidak langsung secara 

melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibat.kan kekayaan 

perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan". 

Sebagai badan hukum, PT yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan 

usaha dengan modal clasar yang seluruhnya terbagi dalam saham mempWiyai konsekuensi, 

yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan 

perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan serta mempunyai harta yang 
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dilangsungkan di luar Indonesia, misalnya antara orang Arab dengan orang Perancis, 

merupakan perkawinan campuran menurut ketentuan pasal ini". 4 · 

Penafsiran yang demikian itu adalah terlalu luas, karena pada saat perkawinan itu 

dilangsungkan sama sekali tidak ada pertaliannya dengan hukum Indonesia, sehingga 

tidak mungkin Hukum Indonesia berlaku bagi perkawinan tersebut. 

Dari pengertian Pasal l RGH yang diuraikan di atas, maka hal itu termasuk pula 

perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang Warga 

Negara Indonesia yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan atau antara 

seorang WNI (selanjutnya disebut WNI) dan seorang Warga Negara Asing (selanjutnya 

disebut WNA), akan tetapi, bilamana pihak atau pihak-pihak yang dahulu tunduk pada 

seluruh atau sebahagian dari hokum perkawinan KUHPerdata, maka bagi perkawinan 

tersebut berlakulah ketentuan Pasal 83 KUHPerdata yang menyatakan : 

Perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, baik antara warga 
negara Indonesia satu sama lain, maupun antara mereka dengan warga negara lain, 
adalah sah, jika perkawinan-perkawinan itu dilangsungkan menurut cara yang lazim 
dalam negeri, dimana perkawinan itu dilangsungkan, dan suami-istri warga negara 
Indonesia, tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam bagian ke satu bah 
IIll. 

Dalam KUHPerdata tidak terdapat defenisi tentang perkawinan. hal ini disebabkan 

"karena hubungan perkawinan dianggap hanya dalam hubungan perdata saja".5 

Merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama 

dengan kekal antara dua orang yang berjenis kelamin berlainan dan dilangsungkan 

menurut cara yang ditetapkan oleh pemerintah. 

4 R. Soetojo Prawirohamidjoyo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, 
Surabaya, Airlangga University, 1986, hal. 90. 

'R. Subekti, Kitab Undang-Undang H11/a1m Perdata, Jakarta, PradynaParamitha, 1990, haJ. 7 
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sepenuhnya dan sebaik-baiknya kepada perseroan. Dikatakan Undang-undang Perseroan 

Terbatas tidak secara tegas menganut prinsip fiduciary duty karena adanya dewan komisaris 

yang dapat sewaktu-waktu memberhentikan direksi. Sementara dalam sistem hukum anglo 

saxon yang menerapkan prinsip fiduciary duty tidak dikenal adanya dewan komisaris. 5 

Jadi selain bertanggung jawab penuh atas pengurusan, direktur juga bertindak 

mewakili perseroan (persona standi in judicio ). Dal.am menjalankan tugas-tugasnya untuk 

kepentingan dan usaha perseroan, maka setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik (in 

good faith) dan penuh tanggung jawab <full responsibility), namun apabila tidak demikian, 

maka setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi, seandainya yang 

bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan dan 

diwajibkan kepadanya. 6 

Pada prakteknya sehari-hari. latar belakang budaya perusahaan yang berasal dari 

perusahaan keluarga yang membesar menjadi konglomerat makin membuka kemungkinan 

terjadinya tindakan-tindakan yang mengandung benturan kepentingan (Conflict of Interest). 

Perilaku lwlutif di dunia bisnis sering terjadi. Hal ini sebagai akibat tumbuh, berkembang dan 

besarnya suatu perusahaan sebenamya tidak ditopang oleh suatu sikap yang benar. 

Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 

memperlihatkan bukti itu. Perusahaan-perusahaan besar yang dulu begitu kuat, temyata 

hancur lebur oleh sistem pengelolaan yang tidak baik, misalnya penggunaan dana untuk 

investasi jangka panjang sementara dana itu diperlukan perusahaan untuk kegiatan jangka 

pendek, pengucuran dana bank yang berlebihan kepada perusahaan yang dalam satu 

s Bismar Nasution, Modul II, Op. Cit., Hal. 17. 
6 I .  G. Ray Widjaya, Op. Cit., Hal. 2 15. 
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direktur bank swasta yang mengelola perseroannya, telah memberi gambaran betapa sikap 

bertanggung jawab itu amat jauh dari yang diharapkan. Pemerintah pun menerima beban dari 

Bank-bank yang menyerap dana harus dilikuidasi, perseroan-perseroan yang masih dalam 

satu kelompok dengan bank diambil alih kepemilikan clan pengelolaan oleh Badan 

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).7 

Ban.yak di antara perseroan-perseroan yang berada dalam penguasaan BPPN 

merupakan Perseroaan Terbuka. Bapepam merespon kebutuhaan BPPN untuk mendapat 

koridor hukum di dalam melakukan segenap upaya yang ditujukan untuk penmlihan ekonomi 

sekaligus memberdayakan pemegang saham minoritas/independen dalam proses pengambilan 

keputusan. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

menyatakan : Bapepam dapat mewajibkan emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh 

persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila emiten atau Perusahaan Publik 

tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau 

pemegang saham utama emiten atau Perusahaan. Hal ini untuk mengantisipasi perbuatan 

pihak-pihak tertentu yang mengandung benturan kepentingan secara langsung maupun tidak 

langsung yang dilakukan direktur. 

Di sisi lain pemberlakuan ketentuan ini sejalan dengan prinsip good corporate 

governance atau tata kelola perusahaan yang baik untuk membantu terciptanya hubungan 

7 Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Kencana, 
2004), Hal. 245. 
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yang kondusif clan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan yaitu 

Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang sahara. 8 

Memang Unclang-unclang PT menyebutkan direksi dan juga komisaris 

bertanggungjawab secara terbatas sepanjang tindakan tersebut berada dalam wewenang (intra 

vires). Namun, pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada pengurus jika tindakan 

pengurus tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan (ultra vires),9 yang bertentangan 

dengan ketentuan hukum clan tindakan itu menimbulkan kerugian bagi perseroan. Sebagai 

pengurus perseroan, direksi mempunyai kekuasaan clan dengan kekuasaannya yang sangat 

besar itu pasti ada kemungkinan akan merugikan perseroan yang pada akhirnya akan 

merugikan pemegang saham sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap 

Perseroaan. 10 

Agar dapat mencegah perbuatan atau pun tindakan benturan kepentingan secara 

langswig maupun tidak langsung yang dilakukan direktur, maka sistem common law yang 

dianut Amerika memiliki prinsip corporate opportunity sebagai konsekuensi dari 

pemberlakukan prinsip fiduciary duty. Doktrin corporate opportunity mengajarkan bahwa 

direktur harus lebih mengutamakan kepentingan perseroan terhadap traosaksi yang 

menimbulkan Conflict of Interest. Seorang direktur tidak boleh mengambil keuntungan-

keuntungan tersembunyi atau teselubung dari suatu transaksi perseroan.11 Bila perseroan 

maupun pribadi direktur sama-sama dapat melakukan suatu transaksi bisnis yang tentunya 

8 Forum for Corporate in Indonesia (FCGI), Seri Tata Keio/a Prusahaan (corporate 
governance) jilid II dalam Peranan Dewan Komisaris dtm Komite Audit dalam Pelaksanaan 
Corporate Governance (Tata Keio/a Perusahaan}, (Jakarta: FCGI,), Hal. 16. 

9 Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung : Citra 
Aditya Bakt� 1999), Hal. 10. (selanjutnya disebut Munir Fuady I). 10 Prasetya dalam Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op. Cit., Hal. 252. 11 

Ibid, Hal. 5. 
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dapat membawa keuntungan (profit), maka transaksi tersebut hams diberikan kepada 

perseroan, karen11 kepentingan perseroan mestilah lebih didahulukan dari pada kepentingan 

pribadi .direktur. 

Undang-undang Perseroan T erbatas tidak dengan tegas mengakui berlakunya prinsip 

co"f!>rate opportunity ini, tet.api terdapat indikasi yang mengarah kepada pengakuan prinsip 

terse�ut Pada Pasal 84 ayat ( 1) huruf b UUPT menentukan, anggota Direksi tidak berwenang 

mew� perseroan jika dia mempunyai kepentingan yang J>ertentangan dengan kepentingan 
' 

perseroatl;.12 Tetapi pada kenyataan benturan kepentingan tidak langsung oleh direktur dalam 
!. � 

meng1°1� perseroan su.lit untuk dibuktikan bahwa. dibalik perbuatan dan tindakan itu 

dilaku�n •oleh direktur. 
' . 

Salnpai saat ini belum ada hukum positif yang secara nonnatif mengatur tentang 

L A aki� h� . dari benturan kepentingan tidak langsung oleh direktur dalam mengelola 

\ �oan terbatas. Pengadilan negeri belum pernah memutus perkara yang berhubungan 
I .; • .., . ) � Cmrjlict <Jf Interest ini, sehingga oleh hakim belum ada hukum positif dan belum ada 

p'iftµsan pengadilan yang berhubungan dengan Conflict of Interest ini. Dengan demikian, 

�titian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dikemudian hari apabila . ,, 
di�an pernbahan terhadap UU No. I Tahun 1995 Ten.tang PT . ., ... 1 � 

� � tas hal inilah penulis ingin meneliti lebih Ian.jut mengenai Kedudukan Hukum 

· \ ( l�'fJI� o�{nterest Tidak Langsung Oleh Direksi. 

\� \ 1�1 Munir Fuady� Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Dan EksistensiTT)'Cl Dalam Hukum � 1�iesia, °@,andung : Citra. Aditya Bakti, 2002), Hal. 245. (selanjutnya disebut Munir Fuady 11) . 
. , 

Universitas Medan Area



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas dan Direktur. 

2.1.1.Pengertian Perseroan terbatas. 

9 

Perseroan terbatas pad.a zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama "Naamloze 
Vennootshap", yang berarti "tan.pa nama" maksudnya dalam hat pemberian nama perusahaan 
tidak memakai salah satu nama anrfota persero, melainkan menggwiakan nama perusahaan 
berdasarkan tujuan dari usahanya. 3 sedangkan pada istilah di Inggris yang isinya hampir 
mendekati dengan istilah perseroan terbatas yaitu "Company limited by shares". Perseroan 

·� terbatas ini juga di Jerman, Australia dan Swiss disebut Aktiengesellschaft dan di Perancis 
disebut "Societe anonyme ". 14 

Dalam Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang selanjutnya 

disingkat dengan. KUHD yang mengatur mengenai PT, tidak ditemukan pengertian PT, akan 

tetapi dari Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempwiyai 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing pendiri 

perseroan terbatas (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah modal 

sebagai jaminan bagi semua perikatan PT. 

2. Adan.ya pemegang saham (persero) yang tanggung jawabnya terbatas pad.a jumlah nilai 

nominal saham yang dimiliknya Para pemegang saham sebagai organ perseroan terbatas 

yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam PT, yang berwenang mengangkat, 

memberhentikan sementara atau memberhentikan Direksi dan Komisaris, menetapkan 

kebijakan umum perseroan terbatas yang akan dijalankan oleh Direksi dan menetapkan 

kewenangan atau hal-hal lainnya yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. 

13 Rachmadi Usman, Op.Cit, Hal. 47. 
14 Purwosutjipto dalam Rachmadi Usman, Ibid, Hal. 47. 
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3. Adanya pengurus. yang dinamakan dengan Direksi dan pengawas, yang dinamakan 

Komisaris yang juga merupakan organ Perseroan Terbatas, yang tugas kewenangan dan 

kewajibannya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar PT atau keputusan Rapat Umum 

Pemegang Sa.ham, yang selanjutnya disingkat dengan RUPS. 

Berbeda dengan Pasal 1 ayat (1) UU PT Nomor 1 Tahun 1995, "PT yang selanjutnya 

disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya". 

Berdasarkan pengertian UUPT, maka sebagai badan hukum perseroan hams 
memenuhi unsur-unsur adalah :15 

a BadanHukum. 

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat 
keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri 
terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya Dalam KUHD tidak satu pasal yang 
menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam UUPT secara tegas dinyatakan 
dalam Pasal I ayat (I) bahwa perseroan adalah badan hukum. 

b. Didirikan berdasarkan perjanjian. 

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, maksudnya harus ada sekurang­
kurangnya dua orang yang sepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis 
yang tersusun dalam bentuk Anggaran Dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian 
perseroan, yang dibuat di muka Notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada 
saaat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan. 

c. Melakukan kegiatan usaha. 

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha yaitu kegiatan dalam bidang 
perekonomian (industri, jasa dan dagang) yang bertujuan mendapat keuntungan atau laba. 
Melakukan kegiatan usaha, supaya kegiatan. usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari 
pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang 
yang berlaku. 

d. Modal dasar. 

15 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, Hal. 67. 
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Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham. Modal dasar disebut juga modal statuter, dalam bahasa inggris disebut authorized. 
Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai badan hukum, yang terpisah dari 
harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham. Menumt Pasal 25 ayat (I) 
UUPT, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya 20 ( dua puluh juta rupiah). 

e. Memenuhi persyaratan undang-undang. 

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan 
peraturan pelaksanaannya Unsur ini menunjukan bahwa perseroan menganut sistem tertutup 
(closed system) 

Kemudian Pasal 7 ayat (6) UUPT menyatakan : "perseroan memperoleh status badan 
hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disahkan oleh Menteri". 

Dari bunyi Pasal 1 ayat 1 Joncto Pasal 7 ayat 6 UUPT, bahwa badan usaha yang 

berbentuk PT merupakan badan hukum. Namun tidak berarti setiap badan hukum adalah PT. 

UUPT secara tegas menyatakan bahwa PT merupakan suatu badan hukum yaitu suatu badan 

yang dapat bertindak dalam lalulintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan 

yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. 

KURD tidak secara tegas menyatakan PT sebagai badan hukum, namun bila kita 

perhatikan ketentuan Pasal 40 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 KUHD, PT juga merupakan badan 

hukum. Pasal 40 ayat 2 KUHD menyatakan bahwa para pemegang saham tidak 

bertanggungjawab untuk lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu". Kemudian Pasal 45 

ayat 1 KURD menyatakan bahwa "tanggungjawab para pengurus adalah tak lebih daripada 

untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya merekapun 

karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga". 

Bentuk PT adalah salah satu usaha yang paling banyak dipergunakan dalam dunia 

usaha di Indonesia, karena mempunyai sifat atau ciri yang khas yang mampu memberikan 
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manfaat yang optimal kepada usaha itu sendiri sebagai asosiasi modal untuk mencari untung 

dan laba.16 

PT dapat dibagi dalam beberapa macam adalah : 

1 .  PT tertutup adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal I ayat I UUPT yaitu perseroan 
adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya. 1 

PT tertutup merupakan suatu perseroan yang belum pernah menawarkan 
sahamnya kepada publik melalui penawaran umum. 

2. PT Terbuka menurut UUPT adalah suatu PT yang modal dan sahamnya telah memenuhi 
syarat-syarat tertentu, dimana saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang/banyak 
perusahaan, 18 PT yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau 
PT yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal. 19 

Salah satu ciri dari PT Terbuka adalah perlunya keterbukaan (disclosure) atas 

informasi perusahaan kepada public, sehingga hukum pun mengatur masalah perusahaan 

Terbuka, tennasuk tentang keterbukaan informasi ini secara sangat detail.20 

PT Terbuka atau Perusahaan Go Public berdasarkan Undang-undang Pasar Modal 

Nomor 8 tahun 1995, yang selanjutnya disingkat dengan UUPM. UUPM memberikan 

batasan dalam Pasal 1 ayat 22 bahwa Perusahaan publik adalah "PT yang sahamnya dimiliki 

sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal setor 

sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (ti.ga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang 

saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah". 

16 I.G. Ray Widjaya, Op. Cit, Hal. 142 
17 Ibid, Hal. 1 40 18 Munir Fuady, Pengantar Hu/cum Bimis Metia/a Bimis Modem di Era Modem, (Bandung : 

Citra Aditr Bakti, 2002), Hal. 51. (selanjutnya disebut Munir Fuady III). 
1 I.G. Ray Widjaya, Loe. Cit, Hal. 141. 20 Munir Fuady ill, Op. Cit, Hal. 51. 
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2.1.2. Pengertian Direktur. 

Direksi merupakan suatu organ yang didalamnya terdiri dari satu atau lebih Direktur. 

Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu orang Direktur dalam Direksi, maka salah satu 

anggota Direkturnya diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur).

21 

lstilah Direksi atau Direktur dalam beberapa bahasa disebut dalam bahasa lnggris : 

Director, bahasa Belanda : Directie, Directeur atau Raad Van Berstuur, bahasa Perancis : 

Directoire atau Directeur, dan bahasa Spanyol adalah Director.22 

Direksi adalah organ perseroan pemegang kekuasaan eksekutif di perseroan. Direksi 

mengendalikan operasi perseroan sehari-hari dalam batas-batas yang ditetapkan oleh UUPT, 

anggaran dasar dan RUPS serta di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Tugas dan fungsi 

utama Direksi adalah menjalankan rocla manajemen perseroan secara menyeluruh. Dengan 

demikian. setiap anggota Direksi haruslah orang yang berwatak baik. berpengalaman, 

mempunyai kompetensi menduduki jabatan dan melaksanakan setiap kegiatan semata-mata 

untuk kepentingan perseroan. 23 

Ada juga yang memberikan pengertian kepada Direksi atau Direktur sebagai : One 

who on a boards of director of a company or corporation and who has the legal 

responsibility of exercising control over the officer and affairs of the company or 

corporatin. 24 Terjemahannya : seseorang yang duduk dalam Dewan Direksi dari suatu 

21 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Op. Cit., Hal. 98. 
22 Munir Fuady L Op.Cit, Hal. 49. 
23 Mas Achmad Daniri, Good Coeporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam 

Konteks Indonesia, (Jakarta : Gloria Printing, 2005), Hal. 129. 
24 MunirFuady I, Op. Cit, Hal. 39. 
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perseroan dan memiliki tanggungiawab hukum untuk melaksanakan pengontrolan terhadap 

pegawai dan kegiatan dari perseroan. 

Menurut Munir Fuady ada 4 (empat) macam Direktur perseroan, yaitu sebagai 

berikut :25 

1. Direktur biasa. yakni Direktur yang clipilih oleh RUPS atau anggaran dasar. Inilah 

Direktur yang paling lazim dan ban.yak sekali terdapat dalam praktek. 

2. Direktur de facto, yaitu Direktur yang tidak dipilih oleh RUPS atau anggaran dasar. 

3. Direktur substitusi atau Direktur pengganti yang sifatnya sementara atau yang ditugaskan 

khusus untuk perbuatan tertentu. 

4. Direktur bayangan (shadow director), yaitu Direktur yang bertugas hanya menjacli 

pajangan belaka, dimana setiap pekerjaan dilakukan atas suruhan pihak lain, atau bahkan 

pihak lain yang melakukan tugas-tugas Direksi. Misalnya Direksi yang diangkat dengan 

perjanjian trustee, yang dalam hal ini lebih tepat disebut sebagai "Direktur boneka". 

Selain menjalankan roda manajemen, Direksi hams menetapkan suatu sistem 

pengawasan internal yang efektif untuk menjaga investasi dan aset perseroan. Direksi juga 

harus membuat suatu sistem pengendalian informasi internal yang memadai, dengan tujuan 

setiap informasi penting perseroan dapat dengan cepat disampaikan ke Corporate Secretary 

dan juga bisa disampaikan ke Dewan Komisaris. Kemudian, Direksi wajib memberitahukan 

Komite Audit jika memerlukan "Second Opinion" mengenai masalah akuntasi yang penting 

clan Direksi wajib menyelenggarakan clan mengelola Daftar Pemegang Saham clan Daftar 

Khusus, sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 lJUPT. 

25 Ibid, Hal. 5 L 
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Kedudukan Direksi dalam menjalankan Perseroan sebagai gabungan dari dua macam 

persetujuan atau perjanjian. adalah :26 

a. Perjanjian pemberi kuasa, disatu sisi ; dan 

b. Perjanjian kerja/perburuhan disisi yang lain. 

Ad. a. diperlakukan sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk menjalankan perseroan 

sesuai degan kepentingan untuk mencapai tujuan perseroan sebagaimana telah 

digariskan dalam anggaran dasar perseroan. 

Ad. b. diperlakukan sebagai karyawan perseroan dalam hubungan atasan-bawahan dalam 

suatu perjanjian perburuhan yang man.a berarti Direksi tidak diperkenankan untuk 

melakukan sesuatu yang tida.k atau bukan menjadi tugasnya Disinilah sifat 

pertanggungjawaban renteng dan pertanggung-jawaban pribadi Direksi menjadi 

sangat relevan, dalam hal Direksi melakukan penyimpangan atas "kuasa" dan 

"perintah" perseroan. untuk kepentingan perseroan. 

Keanggotaan Direksi dalam perseroan diangkat melalui RPUS, wituk jangka waktu 

yang telah ditentukan dalam anggaran dasar, serta menurut tata cara yang ditentukan dalam 

anggaran dasar perseroan. Susunan keanggotaan Direksi dicantumkan dalam akta pendirian 

perseroan. 27 

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis 

penghasilannya ditetapkan oleh RUPS, namun dalam anggaran dasar dapat ditetapkan bahwa 

wewenang RUPS dilakukan oleh Komisaris atas nama RUPS.28 

26 
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, Op. Cit., Hal. 97. 

27 Ibid, Hal. 101. 28 I. G. Ray Widjaya, Op. Cit, Hal. 2 15. 
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Tugas Direksi dapat dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut • :;�<.��cf!:,�/: 
1 .  Tugas yang berdasarkan kepercayaan (fiduciary duties, trust and confindence). 

1, ;\- /� \, ":� .. 

2. Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (duties of skill, care and 

diligence). 

3. Tugas-tugas yang didasarkan ketentuan Undang-undang (statutory duties).29 

Dalam menjalankan tugas untuk kepentingan PT, maka setiap anggota Direksi wajib 

dengan itikad baik (in good faith) dan penuh tanggung jawab ifu/1 responsibility), namun 

apabila tidak demikian, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara 

pribadi, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana 

yang dibebankan dan diwajibkan kepadanya. 30 

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, maka setiap anggota Direksi 

berwenang mewakili perseroan, kecuali ditentukan lain oleh UUPT atau anggaran dasar, 

anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota direksi tersebut. 

Dijelaskan bahwa UUPT memilih sistem perwakilan kolegial, tetapi untuk kepentingan 

praktis, maka masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Apabila 

demikian anggaran dasar ditetapkan siapa yang berhak mewakili perseroan. Bila tidak 

ditetapkan maka RUPS mengangkat satu orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili 

PT. direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu atau lebih karyawan perseroan atau 

orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu.31 

29 Ibid, Hal. 220. 
30 Ibid, Hal. 215. 
31 Ibid. Hal. 216. 
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Tanggungjawab berdasarkan fiduciary duties dari seorang Direksi adalah tugas yang 

terbit secara hukum (by the operation of law) dari suatu hubungan fiduciary antara Direksi 

dan perseroan yang di pimpinnya, yang menyebabkan Direksi berkedudukan sebagai trustee 

dalam pengertian trust, sehingga seorang Direksi haruslah mempunyai kepedulian dan 

kemampuan (duty of care and skill), itikad baik, loyalitas dan kejujuran terhadap 

perseroannya dengan derajat yang tinggi (high degree).32 

Contoh dari tindakkan Direksi yang bertentangan denganfiduciary duties adalah :33 

1. Jika Direksi secara diam-diam memiliki Conflict of Interest dengan perseroan. 

2. Jika Direksi menghalang-halangi pemegang saham minoritas untuk mengajukan derivatif 

suit. 

3. Jika Direksi dengan sengaja tan.pa alasan yang sah (willfal refasall) tidak datang ke rapat 

Direksi, sehingga rapat Direksi tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi korum 

rap at. 

Dalam melaksanakan tugas fiduciary duties, seorang Direksi hams melakukan 

tugasnya sebagai berikut : 

a) Dilakukan secara itikad baik (Bona Fides). 

b) Dilakukan dengan proper purpose. 

c) Tidak memiliki benturan tugas dan kepentingan (Conflict of Duty and Interest). 34 

32 Munir Fuady I, Op. Cit, Hal. 81. 
33 Ibid, Hal. 82. 
34 Jbid 
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Bahwa Direksi sudah menjalankan tugasnya dengan itikad baik (Bona Fides), dan 

jika Direksi tersebut telah menjalankan tugas dengan memperhatikan secara sungguh­

sungguh kepentingan-kepentingan dari :35 

1) Perseroan. 

2) Pemegang saham. 

3) Pekerja. 

4) Stakeholder lainnya 

Direksi dikatakan telah menjalankan tugasnya dengan tujuan yang benar (proper 

purpose), jika dia menjalankan tugasnya secara :36 

a. Jika dilakukan kontrak dengan Perseroan (Contract Company). 

b. Jika terdapat keuntungan rahasia (Secret Profit). 

c. Jika terjadi abuse of confidence. 

d. Jika berkompetisi dengan perseroan (Competition Confidence). 

Penyalahgunaan kepercayaan (abuse of confidence) yang diberikan oleh perseroan 

kepada Direksi, jika terjadi Direksi menyalahgunakan hal-hal sebagai berikut :37 

1. Aset perseroan. 

2 .  Rahasia Dagang. 

3. Informasi rahasia (misalnya yang terdapat dalam daftar dari pelanggan). 

Beberapa pengertian dari togas dan tanggungjawab Direksi ada hubungannya dengan 

konsep fiduciary duties, yaitu sebagai berikut :38 

35 Ibid, Hal. 83. 
36 Ibid 
37 Ibid 
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a Fiduciary Duties. 

Duty of loyality, honest, integrity, trust, and confinde owed by director, and officer to 

their corporate (kewajiban pengabdian, kejujuran, integritas, clan kepercayaan yang 

dimiliki oleh Direktur dan pegawai perusahaan terhadap perseroannya itu). 

b. Duty of Obedience. 

A duty director and officer of a corporation have to act within the authority coferred 

upon them by the state corporation statue, the articles of incorporatin, the corporate by 

laws, and the resolution by the boards of director (Suatu kewajiban di mana Direktur dan 

pegawai perseroan mesti bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya 

oleh undang-undang, anggaran dasar clan aturan internal dan putusan-putusan yang 

diterima oleh Direksi). 

c. Duty of Care. 

A duty thhat corporate director and officer haveto usecare and diligence when acting on 

behalf of the corporation (Suatu kewajiban di mana Direksi dan pegawai perseroan mesti 

menggunakan kepedulian dan kehati-hatian dalam bertindak untuk dan atas nama 

perseroan tersebut). 

Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif kepada 

para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa menyakinkan dirinya akan 

perolehan kembali investasinya dengan wajar clan bernilai tinggi, oleh karena itu, sistem 

38 Henry. R. Cheeseman, Business Law, New Jersey, (USA: Prantice Hall, 2001), Hal. 759. 
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tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan 

sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. 39 

Dengan demikian, corporate governance dapat didefinisikan sebagai : seperangkat 

peratuan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengmus (pengelola) 

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern 

dan ekstem lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata 

lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan corporate 

governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders).40 

Prinsip-prinsip mengenai corporate governance mulai muncul dan berkembang, 

prinsip-prinsip tersebut mencakup :41 

a. hak-hak para pemegang saham, yang hams diberi infonnasi dengan benar dan tepat ada 

waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan 

mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh 

bagian dari keuntungan perusahaan. 

b. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham 

minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta 

melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam 

(insider trading). 

39 FCGI, Corporate Governance Ji/id I, Op. Cit. , Hal. 3. 
40 Ibid 
41 Ibid. 
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lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusah� dengan kompensasi bagi 

eksekutif perseroan. 43 

c) Komite Nominasi (nomination/governance committee). 

d) Mengawasi proses pencalonan Komisaris dan Direksi, menyeleksi para kandidat yang 

akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang 

struktur dewan dan proses nominasinya. 44 

e) Komite Audit (audit committee). 

Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntasi, laporan keuangan dan 

penjelasannya 45 Tangungjawab Komite audit dalam bidang Corporate Governance 

adalah untuk memastikan, bahwa perseroan telah dijalankan sesuai dengan undang-

undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, 

melaksanakan pengawasannya secara efektifterhadap Conflict of Interest dan kecurangan 

yang dilakukan oleh karyawan perseroan. 46 

Conflict of Interest adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara perusahaan di 

atau pihak dengan pihak Direksi, Komisaris atau pemegang saham di lain pihak. Transaksi 

yang demikian mungkin dilakukan atau difasilitasi oleh Direksi berdasarkan kekuasaannya. 47 

Seorang Direktur adalah trustee dari perusahaan dan harus bertindak hanya untuk 

kepentingan perusahaan. Seseorang Direktur hams mengacu kepentingan pemegang saham 

43 Ibid, Hal. 1 1 . 
44 Ibid 
4s Ibid. 
46 Ibid, Hal. 1 3. 
47 Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op.Cit, Hal. 253. 
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jika terjadi konflik kepentingan atau benturan kepentingan. lpilah inti dari duty of loyalty.48 

Lord Cran.worth L.C menyatakan bahwa seorang Direktur dilarang untuk masuk dalam 

perjanjian dimana dia mempunyai atau dapat mempunyai kepentingan pribadi yang 

bertentangan dengan kepentingan perusahaan. 49 

Kewenangan pengurusan perseroan diberikan oleh undang-undang kepada Direktur, 

agar Direktur dapat melakukan tindakan hukum yang diperlukan atau kewenangan 

pengurusan dipercayakan kepada Direktur dengan itikad baik senantiasa bertindak semata­

mata demi kepentingan dan tujuan perseroan (duty of/oyalty).50 

2.2. Bentuk dan Faktor-Faktor Conflict of Interest Tidak Langsung Oleh 

Direksi Terhadap Eksistensi Perseroan Terbatas. 

2.2.1. Bentuk Conflict of Interest Pada Umumnya. 

Seorang Direktw· perseroan dikatakan telah mempWiyai Co�flict of Interest, jika 

terjadi hal-hal sebagai berikut : 

1 .  Berperkara di pengadilan mewakili perseroan, tetapi pihak lawan ada hubungannya 

dengan Direktur. 

2. Seorang Direktur tidak boleh mengambil keuntungan-keuntungan tersembunyi atau 

terselubung dari suatu transaksi perseroan (Corporate Opportunity). 

3 .  Terjadinya transaksi untuk pribadi (SelfDealing) 

48 Frank H. Easterbrook dan Daniel R Fischel dalam Bismar Nasution, Penerapan Prinsip 
Fiduciary Duty dari Direktur dan Komisaris, (Medan : Bahan kuliah Hukum Perusahaan Magister 
Hukum USU, 1995), Hat. 6. 

49 Ibid, Hal. 6. 
50 LG. Ray Widjaya, Op. Cit, Hal. 223. 
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A.d. l .  Terhadap Direksi yang berperkara di pengadilan mew*ili perseroan, tetapi pihak 

lawan ada · hubungnnya dengan Direktur tersebut, UUPT mengatur secara tegas dengan 

menentukan bahwa Direksi yang demikian tidak berwenang mewakili perseroan. J adi, 

perseroan dapat diwakili oleh anggota Direksi yang lain atau oleh pihak lain.51 

Jika transaksi yang Conflict of Interest tersebut terjadi dalam perseroan terbuka, 

maka hukum di bidang pasar modal sudah mengaturnya secara baik. Pada prinsipnya 

pengaturan dibidang pasar modal tersebut adalah sebagai berikut : 52 

a. Harns disetujui oleh RUPS. 

b. Dalam RUPS yang berhak voting adalah pemegang saham independen. 

c. Untuk transaksi tertentu harus diumumkan kepada publik lewat media massa. 

d. Untuk transaksi tertentu nilai transaksi harus ditaksir oleh penilai independen. 

Meskipun begitu, banyak doktrin hukum perseroan yang membatasi prinsip 

tanggungjawab Direktur yang jumlahnya lebih tersebut, terutama jika berhadapan dengan 

pihak luar perseroan. Karena, prinsip perlindungan pihak ketiga beritikad baik juga dikenal 

dalam hukum perseroan, misalnya yang diberlakukan lewat Doktrin Manajemen ke dalam 

(indoor management role), yang mengajarkan bahwa jika pihak yang menjalankan tugas-

tugas konsisten dengan isi anggaran dasar perseroan, maka pihak perseroan terikat dengan 

pihak ketiga atas segala tindakan yang telah dilakukan oleh perseroan tersebut meskipun 

dalam menjalankan tugasnya itu, pihak perseroan tidak memenuhi ketentuan internal 

perseroan dan meskipun pihak luar perseroan yang melakukan bisnis dengan perseroan 

51 Pasal 84 ayat (1) huruf b UUPT. s2 Munir Fuady I, Op.Cit, Hal. 94. 
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diasumsi . tylah mengetahui clan mempelajari dokumen-dokemen perseroan yang telah 

diumumkan kepada publik seperti anggaran dasar perseroan. 53 

Bagaimana pula jika semua Direksi yang sebenarnya jumlah lebih tersebut diangkat 

sekaligus dalam 1 (satu) paket. Dalam hal ini jawaban hukum jelas bahwa kesemua Direksi 

tcrst(but ikut bertanggungjawab secara renteng untuk keseluruhan transaksi yang dibuatnya, 

yang merugikan pihak keti$a atau merugikan perseroan, meskipun mereka semua diangkat 

oleh RUPS.54 

Dalc:µn ilmu hukum perseroan dikenal "doktrin amandemen tersirat" (implied 

amendmend doctrine). yang mengajarkan bahwa jika terjadi penambahan Direktur oleh Rapat 

l!mum Pemegaog Saham (RUPS) pada saat itu juga. Akan tetapi, UUPT tidak memberikan 

�da-tanda terhadap diberlakukannya dokirin amandemen tersirat ini, sehingga doktrin ini 

tida1f:· dapat diberlak-ukan, apalagi jika diingat bahwa kedudukan anggaran dasar bagi 

�qan_ begitu sentral menwut sistem hukum Indonesia dan perubahan anggaran dasar 
J .  . ( lharus mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan harus diumumkan dalam daftar 

' , J , i 
.. perseroan. 5� 

Apabila kita melihat kepada UUPT dan anggaran dasar dari suatu perseroan, maka j dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Direksi yang telah habis masa jabatannya, tetapi masih 
I 

/ menjabat sebagai Direksi (holdover director) tidak diperkenankan clan sebagai konsekuensi 

hukumnya ru:lalah bahwa Direksi yang bersangkutan akan bertanggungjawab secara ptibadi, 

jika ada pihak yang dirngikan karena kedudukannya itu. 56 

S3 Ibid, Hal. 95. 
54 Pasal 90 ayat (2) UUPT. 
ss Pasal 15 ayat (1) UUPT. 
56 Munir Fuady L Op.Cit, Hal. 96. 
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A.d.2. Oportunitas perseroan (corporate opportuniry) meruP,akan suatu doktrin yang 

mengajarkan bahwa seorang Direktur, Komisaris, pemegang saham utama atau pegawai 

perseroan Iainnya, tidak diperkenankan untuk mengambil kesempatan untuk mencari 

keuntungan pribadi manakala tindakkan yang dilakukannya itu sebenarnya merupakan 

perbuatan yang mestinya dilakukan oleh perseroan dalam menjalankan bisoisnya. 57 Misalnya, 

manakala tindakan tersebut merupakan kesempatan (opportunity) bagi perseroan, Direksi 

secara pribadi tidak boleh mengambil kesempatan tersebut. Dalam hal ini dikatakan bahwa 

pihak Direksi memiliki Conflict of Interest dengan perseroannya 

A.d.3. Transaksi untuk diri sendiri (self dealing transaction) yang merupakan perwujudan 

dari transaksi yang melekat kepentingan (interested transaction) oleh Direksi suatu perseroan 

merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh Direksi langsung atau tidak langsung dengan 

perseroan itu sendiri. 

Sebenarnya transaksi self dealing oleh Direksi termasuk ke dalam transaksi Conflict 

of Interest, sehingga transaksi tersebut bertentangan pula dengan prinsip fiduciary duty dan 

dury of care and loyaliry dari Direksi. 

Conflict of Interest antara Direksi secara pribadi dengan PT, sebagai berikut: 

a. Direktur tidak boleh menggunakan kekayaan atau uang PT untuk membuat keuntungan 

bagi dirinya, apabila terjadi Direktur tidak hanya melanggar tugasnya (breach of his 

dury), tetapi keuntungan yang diperoleh akan menjadi milik PT. Direktur 

menyalahgunakan kekayaan PT, untuk keuntungannya sendiri, sehingga dapat dituntut 

secara pidana, karena harta PT hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah 

ditentukan. 

57 Munir Fuady I, Op.Cit, Hal. 93. 
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b. Direktur tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh ataS'��ijab�{ap',::.iiiituk 
r . �, � .. �:.':.--.::::::.:-... :<� ' "": ·,...; I 1 :,.- ' � .. .., 

memperoleh keuntungan bagi dirinya Maksudnya adalab menggunakan informasi 

tersebut guna memperoleh keuntungan bagi dirinya atau untuk orang lain, yang 

mengakibatkan kerugian pada PT. Direktur mengetahui bahwa perusahaannya 

menghadapi risiko likuidasi dan menggunakan infonnasi tersebut untuk melindungi 

dirinya dan perusabaan lainnya yang juga dia sebagai Direkturnya (interlocking 

directorate), sehingga terhindar dari konsel'Uensi likuidasi tersebut. 

c. Direktur tidak boleh menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan 

pribadinya. Apabila Direktur menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan 

pribadi, dia bertanggungjawab kepada perusahaan. Ini analog dengan tugas "agent" yang 

tidak membuat "secret profits" keluar dari jabatannya dia secara jelas telab melanggar 

fiduciary duty. 

d. Direktur tidak boleh menahan keuntungan yang dibuat dengan alasan dan di dalam 

.fiduciary relationship dengan perusahaan. Maksudnya terhadap Direktur yang melakukan 

atau ma/..ing a secret profit, perusahaan sangat keras. Keuntungan atau manfaat tersebut 

harus dilaporkan kepada perusahaan dan disetujui. Bila tidak, Direktur hams 

bertanggungjawab. 58 

Hal ini juga merupakan cerminan dari prinsip hukum perseroan bahwa Direksi tidak 

boleh mencari keuntungan secara pribadi dalam keduduk811Ilya sebagai Direksi perseroan 

tersebut, tanpa melihat apa motif Direksi dalam melakukan transaksi tersebut. 

Sebagai perbandingan dalam artikel 3 1 7 Undang-undang Perseroan Terbatas 1985 di 

Inggris, merupakan kewajiban Direktur perseroan untuk melakukan disclosure kepada rapat 

58 I. G. Ray Widjaya, Op. Cit, Hal. 224. 
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Direksi, manakala terdapat kepentingannya secara langsung atau tidak langsung dalam 

transaksi perseroan. 59 

Contoh dari Transaksi self dealing adalah penjualan aset perseroan kepada Pribadi 

Direksi atau kepada salah satu anggota keluarga dari Direksi. Umwnnya konsekuensi hukum 

dari self dealing adalah berupa pertanggungjawaban pribadi dari Direksi yang bersangkutan. 

Terhadap transaksi self dealing, Direksi diwajibkan untuk melakukan keterbukaan. 

Yang mesti dilakukan Direksi terhadap transaksi self dealing adalah sebagai berikut : 

a. Terhadap transaksi dengan perseroan berupa jual beli saham perseroan dengan 

Direksi tersebut. 

b. Terhadap transaksi lainnya antara Direksi dengan perseroan.60 

Terhadap kasus-kasus self dealing ini, di sepanjang sejarah hukum perseroan, terlihat 

bahwa hukum berusaha dengan berbagai dalil untuk mencoba mencari sesuatu equilibrium 

diantara 2 (dua) kutub, yakni mencoba mengawinkan antara 2 (dua) kepentingan sebagai 

berikut : 61 

1 .  Adan.ya kebutuhan bisnis yang reasonable yang tidak dapat dielakkan untuk membuat 

transaksi bisnis antara Direksi dengan perseroannya 

2. Adanya kecenderungan serius penyalahgunaan kewenangan Direksi yang cenderungan 

akan menguntungkan pihak Direksi dalam Transaksi self dealing tersebut. 

Transaksi self dealing termasuk ke dalam transaksi Conflict of Interest, yakni dalam 

transaksi tersebut terdapat kepentingan dari pihak Direksi, padahal lawan dari transaksi 

tersebut adalah perseroan, maka adalah lwnrah saja jika transaksi tersebut adalah dapat saja, 

jika transaksi tersebut sangat rentan terhadap akibat yang tidak fair dan businesslike. Jadi, 

59 Munir Fuady II, Op. Cit., Hal. 208 . 
60 Munir Fuady ill, Op. Cit., Hal. 209. 61 

Ibid. 
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jika menyangkut dengan harga transaksi, harga tersebut tetap harga yang layak, tanpa adanya 

tindakan mark up atau mark down. 62 

Karena itu, fokus pengadilan dalam transaksi self dealing tetap kepada apakah fair 

atau tidak terhadap transaksi yang dilakukan oleh Direksi tersebut Dengan demikian, khusus 

dalam hal transaksi self dealing, tidak berlaku doktrin businnes judgement role, yang pada 

prinsipnya mengajarkan bahwa pengadilan tidak ikut campur untuk menilai atas melakukan 

second guess terhadap kebijaksanaan bisnis dari Direksi perseroan. 63 

Rumusan yang jelas mengenai transaksi yang memiliki Conflict of Interest bagi 

para Direksi. di dalam pedoman perilaku (code of conduct) perseroan. Menurut Ken 

Kernaghan dan John Langford, dalam tulisan di Michael Mcdonald, ethics and Conflict of 

Interest, Centre for applied Ethics, terdapat 7 (tujuh) Bentuk terjadinya Conflict of Interest 

yaitu pada saat : 64 

a. Melakukan transaksi untuk kepentingan sendiri (self dealing) . 

Transaksi untuk kepentingan sendiri antara lain sering terjadi apabila subyek atau kerabat 

subyek memiliki pernsahaan sendiri yang menyediakan barang dan atau jasa yang 

d.ibutuhkan oleh perusahaan. Dalam hal ini prefensi yang diberikan kepada perseroan yang 

dimiliki oleh subyek atau kerabatnya seringkali menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

dalam hal efisiensi. 

b. Menerima hadiah atau manfaat termasuk segala bentuk penyuapan dan kick-back fee. 

Penerimaan hadiah dapat menimbulkan masalah etik, apabila hal tersebut dikaitkan dengan 

transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan pemberi had.iah dengan perseroan. 

Masalah pemberian hadiah pada umumnya diatasi dengan penetapan aturan perseroan 

62 Ibid 
63 Munir Fuady II, Op. Cit, Hal. 210. 
64 Mas Acmad Daniri, Op. Cit. , Hal. 90. 
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yang mengharuskan segala bentuk hadiah yang melebihi batas nilai tertentu dari pihak-: 

pihak yang melakukan transaksi bisnis dengan perseroan harus dilaporkan kepada pihak 

yang berwenang di perseroan atau diungkapkan secara terbuka. 

c. Menjajakan pengaruh (influence pedding). 

Subyek menjajakan pengaruh yang memilki untuk mengedepankan kepentingan seorang 

atau golongan tertentu. 

d. Memanfaatkan aset perseroan untuk kepentingan pribadi (using employer 's propety for 

private advantage. 

Aset perseroan digunakan oleh pelaku untuk kepentingan pribadi. Misalnya, penggunaan 

perangkat lunak yang lisensinya dimliki oleh perseroan untuk kepentingan perseroan 

konsultasi pribadi. 

e. Memanfaatkan informasi rahasia (using confidential information). 

Pelaku memanfaatkan informasi rahasia yang didapatkan dari klien untuk melakukan 

transaksi yang menguntungkan. 

f. Melak-ukan pekerjaan di luar perusahaan atau terlibat dalam mengelola perseroan pesaing 

(outside employment/moonlighting). 

Pelaku mendirikan perseroan pribadi yang mempunyai bidang usaha yang sama sehingga 

dengan perseroan. Pada saat perusahaan harus mengambil keputusan yang berseberangan 

dengau kepentingan perseroan pribadi yang meujadi pesaing, maka kepeutingau perseroan 

pun terabaikan. 

g. Masalah pasca penugasan (post employment). 

Pelaku pernah bekerja bingga mencapai kedudukan yang menentukan lalu mendirikan 

perseroan pribadi yang menyediakan barang dan atau jasa bagi perseroan. Perseroan 
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pribadi tersebut mendapatkan prefensi dalam proses pengadaan barang dan atau jasa dari 

perusahaan ini. 

2.2.2. Faktor-faktor Timbulnya Conflict of Interest Tidak Langsung. 

Seorang Direktur dalam menjalankan tugasnya di Perseroan tidaklah boleh 

melakukan Conflict of Interest, sebab, jika terjadi tindakkan Direktur disangsikan tidak 

objekti.f lagi dan tidak melaksanakan kepentingan Perseroan. Karena itu, jika seseorang 

melakukan transaksi yang mengandung Conflict of Interest dikatakan bahwa Direktur 

tersebut telah melanggar prinsip fiduciary duties yang berlaku kepadanya. 

Faktor-faktor yang timbul dari Conflict of Interest yang dilakukan Direktur secara 

langsung maupun ti.dale Iangsung, sebagai berikut : 

a. Faktor futernal. 

Transaksi Conflict of Interest clilakukan di dalam peseroan untuk kepentingan 

perseroan yang dilakukan oleh Direktur, dimana transaksi Conflict of Interest tertentu tetap 

dapat dilakukan dan sah bila mengikuti Peraturan IX.E. l angka 2 yaitu : "harus terlebih 

dahulu mendapat persetujuan oleh pemegang saham independen". Peraturan Nomor IX.E. l 

angka 9 dan 1 0  mensyaratkan bahwa RUPS untu.'<: transaksi yang Conflict of Interest dapat 

dilal'Ukan sampai 3 (ti.ga) kali, sebagai berikut : 

1 .  RUPS Pertama : 

a Harus dihadiri pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham 

yang dimiliki oleh pemegang saham independen. 
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b. Harns disetujui oleh pemegang saham independ� yang mewakili lebih dari 50 % 

saham pemegang saham indepeden. 65 

2. Dalam hal RUPS pertama - tidak tercapai korum, maka RUPS kedua hams segera 

dilokukan, adalah : 

a. Dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewaki_li oleh saham yang dimiliki 

oleh pemegang saham independen. 

b. Disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham 

yang dimiliki oleh pemegang saham independen. 

c. Pemberian suara dapat dilal'Ukan langsung oleh pemegang saham atau kuasanya. 66 

3.  Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga hams dilakukan, 

RUPS, adalah : 67 

a. Mendapatkan persetujuan dari Bapepam. 

b. Telah diumumkan kepada masyarakat. 

c. Disetujui pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang 

dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir. 

Jika dalam RUPS yang ketiga tidak juga mendapat persetujuan pemegang saham 

independen, maka transaksi tidak boleh diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak 

tanggal penolakan. 68 

Setiap rencana transaksi yang mengandung Conflict of Interest, hams diungkapkan 

terlebih dahulu, karena infonnasi itu merupakan panduan penting bagi pemegang saham atau 

65 Angka 9 Alinea I ,  Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-
32/PM/2000 Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E. l tentang Benturan Kepentingan Transaksi 
Tertentu, selanjutnya disingkat Peraturan Nomor IX.E. l 66 Ibid, Angka 9 Alinea 2. 

67 Ibid, Angka 10. 68 Ibid, angka 1 1 . 
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investor, untuk mengambil keputusan. Semua transaksi yang tersebut harus diungkapkan dua 

hari hari setelah transaksi dilakukan. 69 

b. Fal1:or Ekstemal. 

Transaksi Conflict of Interest dilakukan oleh Direktur untuk keuntungrm pribadinya 

sendiri bukan untuk keuntungan perseroan, melainkan dilakukannya secara diam-diam, 

dimana perbuatan yang tidak dilandasi itikad baik oleh Direktur tadi, seperti contoh : 

1 .  Tindakan anggota Direktur yang mengakibatkan perseroan membeli barang atau tanah 

dan bangunan dari pihak lain dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang wajar, atau 

menjual harta kekayaan perseroan kepada pihak lain dengan harga yang jauh lebih rendah 

dari harga yang wajarnya, sehingga Direktur tadi memperoleh keuntungan pribadi dari 

transaksi tersebut, 70 maka hal itu merupakan salah satu perbuatan yang tidak dilandasi 

dengan itikad baik. 

2 .  Transaksi self dealing yang tidak langsung dan keuntungannya untuk kepentingan 

D · ektur sendiri yang semua dilakukan dengan diam-diam dan berkolusi misalnya: 

a) Transaksi antara anggota famili dan teman-temannya dari Direksi dengan perseroan. 

b) Transaksi antara 2 ( dua) perseroan dengan Direktur yang sama. 

) Tr saksi antara perseroan dengan perseroan yang lain dalam perusahaan mana pihak 

me punyai kepentingan finansial tertentu yang dilakukan oleh Direktur secara 

pribadi . 

d) Transaksi antara perusahaan induk: (holding) dengan anak pernsahaan. 

69 Ir an Nasarudin dan Indra Surya, Op.Cit, Hal. 250. 
70 Ibid, Hal. 38. 
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3. 1 .  KEDUDUKAN HUKUM CONFLICT OF INTEREST TIDAK LANGSUNG OLEH 

DIREKSI . 

Kepengurusan perseroan merupakan pengurusan sehari-hari, dilakukan oleh Direksi. 

Keberadaan Direksi dalam perseroan merupakan keharusan perseroan, wajib memiliki 

Direksi karena perseroan sebagai "artifical person" tidak dapat berbuat apa-apa tanpa ada 

bantuan dari anggota Direksi sebagai "natural person ", oleh karena itu Direksi mempunyai 

tugas dan tanggungjawab serta wewenang, 71 dimulai sejak perseroan memperoleh status 

badan hukum, diwajibkan Direksi perseroan "mendaftarkan akta pendirian atau anggaran 

dasar perseroan (dan perubahan-perubahannya) yang telah disahkan (dan disetujui) oleh 

Menteri Kehakiman, beserta surat pengesahaannya, ( dan perubahan-perubahan anggaran 

dasar perseroan lainnya yang cukup hanya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman),72 dalam 

suatu daftar perseroan, 73 dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak pendaftaran dilakukan, 

Direksi berkewajiban untuk mengumumkan akta pendirian atau anggaran dasar perseroan 

yang telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Berita Negara. 74 

Kelalaian dalam hal melaksanakan hal ini memberikan sanksi perdata, yang 

mengakibatkan sifat pertanggungau jawaban renteng dari seluruh anggota Direksi perseroan 

atas setiap perbuatan hukum perseroan, disamping karena kelalaian dan kesengajaan tidak 

71 I. G Ray Widjaya, Op. Cit, Hal. 209. 
72 Pasal 21  ayat { l )  UUPT. 
73 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1 982 tentang Waj ib Daftar Perseroan (selanjutnya 

disingkat dengan UU WDP). Pasal 1 Huruf (a) mengenai "Daftar Perusahaan adalah daftar cacatan 
resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan/atau peraturan­
peraturan pelaksanannya, dan memuat hal-hal yang diwajibkan oleh setiap perusahaan serta disahkan 
oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan" . 

74 Pasal 2 1  ayat ( 1) UUPT. 
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memenuhi kewajiban mendaftarkan perseroaan diancam pidana penjara selama-lamanya 3 

bulan atau denda pidana setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).75 

Direksi memuut UUPT merupakan organ perseroan yang bertanggung- jawab penuh 

atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan 

baik di dalam maupun di luar pengadiJan dengan ketentuan Anggaran Dasar. 76 Organ yang 

didaJanmya terdiri dari satu atau lebih anggota, yang dikenal dengan sebutan Direktur. 77 

Dalam perseroan memiliki lebih dari satu orang Direktur dalam Direksi, maka salah satu 

anggota Direktur diangkat sebagai Direktur Utama (Presiden Direktur ). 

78 

Tanggung jawab direktur pada dasamya dilandasi oleh dua prinsip yang penting79, 

yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan oleh perseroan 

kepadanya (fiduciary duty)80 dan prinsip yang merujuk kepada kemampuan serta kehati-

hatian tindakan direksi (duty of skill and care). Kedua prinsip ini menuntut direktur untuk 

bertindak secara hati-hati rum disertai dengan itikad baik semata-mata untuk kepentingan rum 

tujuan perseroan. 81  

Hubwigan kerja antara direktur dan perseroan yang memberikan pekerjaan adalah 

hubungan yang berdasarkan kepercayaan (fiduciary duty).82 Direktur dalam melakukan 

tugasnya harus menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang patut. Direktur 

75 Pasal 3 ayat ( 1 )  UU WDP. 
76 Pasal 1 ayat ( 1 )  UUPT. 
77 Penyebutan istilah Direktur ini merupakan terjemahan dari kata Director, dan saat ini sudah 

lazim dipergunakan dalam penyebutan anggota Direksi dalam Anggaran Dasar Perseroan. 
78 Istilah Direktur Utama merupakan istilah yang juga berangkat dari kebiasaan praktek dan 

telah diakui penggunaannya oleh Menteri Kehakiman dan HAM. 
79 Winardi, Asas-asas Manejemen, (Bandung : Alumni, 1983), Hal. 1 44. 
80 Munir Fuady, Perseroan Terbatas - Paradigma Baru, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 

2003), Hal. 8 1 .  
8 1  Chatmarrasj id Ais, Menyingkap Tahir Perseroan (Piercing The Corporate Veil}, Kapita 

Selelcta Hukum Perusahaan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 6. 
82 Black's Law Dictionary. 
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tidak dapat atau tidak boleh memperoleh keuntungan untuk diritiya pribadi, bila keuntungan 

ini diperoleh karena kedudukannya sebagai direktur perseroan tersebut. 83 Oleh karena itu 

berdasarkan prinsip kepercayaan ini, maka direktur harus berbuat bonafide untuk kepentingan 

perseroan secara keseluruhan. 84 Direktur tidak boleh memperoleh keuntungan pribadi karena 

posisi yang dijabatnya. Di antara tindakan direktur yang dapat merugikan perseroan adalah 

transaksi self dealing dan ajaran corporate opportunity. 

Doktrin fiduciary duty menuntut direktur bertindak dengan itikad baik untuk 

kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap prinsip ini membawa konsekuensi 

yang berat bagi direktur, seperti terlihat antara lain dalam Pasal 85 dan Pasal 90 UU No. 1 

Tahun 1 995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) karena ia dapat diminta pertanggungjawaban 

secara pribadi atau dengan perkataan lain berlaku "Piercing the corporate veil". 

Prinsip Fiduciary duty dalam Black Law Dictionary memberikan definisi adalah 

sebagai berikut : 85 

"A ditty of utmost good faith, trust, confidence and candor owed by a fiduciary (such 
as lawyer or corporate officer) to the beneficiary (such as lawyer 's client or a 
shareholder); a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another 
person and in the best interest or the other person (such as the duty that one partner 
owes to another). 

Hal ini merupakan salah satu area terpenting (ring satu) dalam hukum perseroan, 

berasal dan mempunyai akar-akarnya dalam hukum Romawi, tetapi banyak dikembangkan 

oleh sistem hukum Anglo Saxon ini menyelusup ke dalam berbagai bidang hukum, termasuk 

ke dalam hukum perusahaan dengan mengintrodusirnya sebagai tugas fiduciary dari direktur. 

83 Chatmarrasjid Ais, Pengaruh Doktrin piercing The C01porate Veil dalam Hukum 
Perseroan Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 6 Tahun 2003, Hal. 12 .  

8 4  Rudhi Prasetya, Kedudukan Mandiri dan Pertanggungajawaban Terbatas dari Perseroon 
Terbatas, (Surabaya : Airlangga University Pres, 1 983), Hal. 9 .  

8 5  Bismar Nasution, Keterbukaan : Dalam Pasar Modal, Fakultas Hukum Universitas 
Indoensia, Program Pasca Sarjana, Jakarta, 200 1 ,  Hal . 72. 
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Dal.am prakteknya prinsip fiduciary duty ini berkembang secara unit terhadap direktur dalam 

hubungan amanah (hubungan fiduciary) dengan perseroan, bahkan sampai batas-batas 

tertentu. Dalam hubungan dari direktur perseroan dengan pemegang saham dan para pekerja 

dalam perusahaan. 

Disamping temyata aplikasi prinsip fiduciary duty ini terhadap direktur perseroan 

juga akan berdampingan dengan berbagai teori hukum atau hubungan hukum yang lain., yang 

juga secara historis berlaku terhadap direktur, seperti hubungan keagenan, atau berhadapan 

dengan tugas direktur lain yang berkenaan dengan tugas kepedulian (duty of care) yang juga 

dituntut dari seorang direktur. 8
6 

Konsep kewajiban fiduciary didasari oleh agency theory di.mana pennasalahan 

agency muncul ketika kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikan. Dengan 

kata lain, dewan komisaris dan direksi sebagai agen dalam suatu perusahaan mempunyai 

kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham. Khusus di Indonesia, karena struktur 

kepemilikan perusahaan yang sangat terkonsentrasi, maka masalah agency cost yang timbul 

dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham 

minoritas (stakeholder). Karena kewajiban fiduciary inilah maka dewan komisaris, direksi 

atau pemegang saham pengendali perusahaan dilarang untuk mengambil keuntungan dari 

orang yang memberi kepercayaan yakni pemegang saham minoritas dan stakeholder lainnya 

seperti kreditur melalui transaksi yang tidak wajar dan adil.87 

Seseorang mempunyai tugas fiduciary (Fiduciary duty) manakala ia mempunyai 

kapasitas fiduciary (fiduciary capacity). Seseorang dikatakan memiliki fiduciary capacity 

86 
Sutan Remy Syahdeini, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pai/it, Jurnal 

Hukum Bisnis, Hal. 1 00 .  
87 

Hewidayatmo, Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik 
Indonesia, tulisan utama yang dimuat dalam Usahawan, No. 1 0  TH XXIX Oktober 2000, Hal. 25. 
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jika bisnis yang ditransaksikannya atau properti yang dihandel l>ukan miliknya atau bukan 

untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, 

dimana orang lain tersebut memiliki kepercayaan yang besar (great trust) kepadanya. 

Sementara itu, di lain pihak ia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (high degree of good 

faith) dalam menjalankan tugasnya.88 Antara orang yang mempunyai kapasitas fiduciary 

(fiduciary capacity) dengan pihak yang diasuhnya atau yang harta bendanya diasuh, terdapat 

suatu hubungan khusus yang disebut dengan hubungan fiducia (fiduciary relation). Dalam hal 

ini, seseorang percaya kepada orang lain, dimana orang lain tersebut bertindak dengan itikad 

haik (good faith) dan dengan penghormatan yang haik (due regard) dan fair kepada 

kepentingan orang lain tersehut. 

Pada prinsipnya ada 2 ( dua) fungsi utama dari direktur suatu perseroan yaitu sebagai 

berikut :89 

1 .  Fungsi Manajemen, dalam arti direktur melakukan tugas memimpin perusaliaan. Fungsi 

manajemen ini dalam hukum Jerman disebut dengan Geshaftsfuhrungsbefugnis, dan 

2.  Fungsi representasi, dalam arti direktur mewakili perusahaan di dalam dan di luar 

pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan 

sebagai badan huk'Un akan terkait dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh 

direktur atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Fungsi representasi ini dalam 

hukum Jerman disebut dengan Vertretungsmancht. 

Prinsip fiduciary duty berlaku bagi direktur dalam menjalankan tugasnya, baik dalam 

menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan. 

88 
Munir Fuady II, Op. Cit. , Hal. 33.  

89 Ibid, Hal. 32.  

Universitas Medan Area



38 

Sepanjang sejarah penerapan teori fiduciary duty ini, ijruncul heberapa pedoman 

dasar bagi direktur dalam menjalankan fiduciary duty terhadap perseroan yang dipimpinnya. 

Pedoman dasar tersebut adalah sebagai berikut :90 

1 .  Fiduciary Duty merupakan unsur wajib (mandatory element) dalam hukum perseroan. 

2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direktur tidak hanya hams memenuhi unsur itikad 

bail<, tetapi juga harus memenuhi unsur tujuan yang layak (proper purpose). 

3 .  Pada prinsipnya direktur dibebani prinsip fiduciary duty terhadap perseroan, bukan 

terhadap pemegang saham. Karena itu, hanya perusahaanlah yang dapat memaksakan 

direktur untuk melaksanakan tugas fiduciary tersebut. 

4.  Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya sebagai direktur, secara wnum ia juga harus 

memperhatikan kepentingan stakeholders, seperti pihak pemegang saham dan buruh 

perusahaan. 

5 .  Sungguhpun menyandang tugas sebagai direktur, direktur tetap bebas dalam memberikan 

suara dan pendapat sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya daiam setiap rapat yang 

dihadirinya. 

6. Direktur tetap bebas dalam mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan bisnis dan 

sense of business yang dimilikinya. Bahkan pihak pengadilan tidak boleh ikut campur 

mempertimbangkan sence of business dari seorang direktur. 

7. Dalam hal-hal dimana terdapat Conflict of Interest, seorang direktur dilarang atau 

setidak-tidaknya dibatasi atau diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut 

misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (disclousre) terhadap 

setiap transaksi yang ada Conflict of Interest. 

90 Ibid Hal. 61 . 

Universitas Medan Area



39 

Di samping itu, prinsip fiduciary duty direktur per5eroan akan sangat terasa 

e.ksistensinya tatkala direktur melakukan hal-hal sebagai berikut :91 

l .  Transaksi dengan perseroan (self dealing) 

2 .  Transaksi kesempatan perseroan (corporate opportunity) 

3 .  T ransaksi yang mengandung benturan kepentingan (Conflict of Interest) 

4 .  Transaksi orang dalam (insider trading) 

Pada dasamya direktur hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan 

untuk kepentingan perseroan batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundm1g-undangan 

yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh direktur di 

luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti direktur 

memiliki limitasi dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Paul L. Davies dalam Gower 's Principles of 

Modern Company Law, menyatakan bahwa : 

In applying the general equitabel principle to company director, four separate 
rules have emerged. These are : 
1. That directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the 

company. 
2. That they must not exercise the powers conferred upon them for purpose different 

from those for which they were conferred. 
3. That they must not fetter their discretion as to how they shall act. 
4. That without the informed consent of the company, they must not place themselves in 

the position in which their personal interest or duties to other persons are liabel to 
conflict with their duties. 92 

Keempat hal di atas menjadi penting artinya, karena keempat hal tersebut 

mencerminkan bahwa antara direktur dan perseroan terdapat suatu bentuk hubungan saling 

ketergantungan, dimana : 

91 Ibid , Hal. 62. 
92 Paul L. Davies, Gower's Principles of Modem Company Law, {London : Sweet Maxwell, 

1 977), Hal. 601 . 
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l .  Perseroan bergantung pada direktur sebagai organ yang dip¢rcayakan untuk melakukan 

pengurusan perseroan. 

2.  Perseroan merupakan sebab keberadaan direktur, tanpa perseroan maka tidak pemah ada 

direktur. 93 

Tugas dan tanggung jawab direktur tersebut adalah tugas dan tanggung jawab direksi 

sebagai suatu organ, yang merupakan tanggungjawab kolegial sesama anggota direksi 

terhadap perseroan. 94 Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada 

perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih 

anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak 

diperkenankan terjadinya pembagian tugas di antara anggota direksi perseroan demi 

pengurusan perseroan yang efisien. 95 

Duty of loyalty and good faith bersama-sama dengan duty of care and skill dalam 

sistem common law secara bersama-sama dikenal dengan nama fiduciary duty. Philip lipton 

dan Abraham Herzberg membagi duty of loyalty and good faith ke dalam, the duty:96 

a) To act bona fide in the interest of the company 

b) To exercise power for their proper purpose 

c) To retain their disrenatory powers 

d) To avoid Conflict of Interest 

Sedangkan duty of care and skill oleh Lipton dan Herzberg dirumuskan sebagai duty 

of exercise care anti diligence.97 

93 Ibid, Hal. 6. 
9 4 Fred BG Tumbuan, Loe. Cit., Hal. 1 1 . 
95 Ibid. 
96 Philip Lipton dan Abraham Herzsberg, Understanding Company Law, Brisbane, The Book 

law Com�any Ltd, 1 992, Hal. 297. 
7 Ibid., Hal. 297. 
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Jika dalam duty of loyalty, direktur perseroan bertindak sebagaimana layaknya 

seorang trust, yang dipercayakan untuk mengelola harta kekayaan perseroan, maka dalam 

duty of care and skill atau diligence, direktur sebagai organ kepercayaan perseroan 

diharapkan dapat menjalankan perseroan hingga memberikan keuntungan bagi perseroan. 

Direktur diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan 

manajemen dengan mengambil resiko dan peluang di masa depan. 

Keahlian yang diharapkan dari direktur dapat dilihat dari pendapat Neville J sebagai 
"reasinable care to be measured by the cure an rodinary mas might be expected to tak in the 
circumentances on his own behalf "98 

Dalam beberapa kejadian, seorang direktur dapat dianggap telah melanggar duty of 

care jika dalam menghadapi suatu persoalan yang kompleks dan rumit, ia tidak mencari 

pendapat ahli untuk memberikan masukan dalam mengambil keputusan terhadap persoalan 

yang dihadapinya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip duty of care tersebut. 

Di negara yang menganut common law system acuan yang dipakai adalah standard 

of care atau standard kehati-hatian. Apaila direktur telah bersikap dan bertindak melanggar 

standard of care, maka direktur tersebut dianggap telah melanggar duty of care-nya. 

Sebagai contoh dari standar kehati-hatian itu antara lain sebagai berikut:99 

a. Direktur tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan atas beban biaya perseroan, apabila 
tidak memberikan sama sekali atau memberikan sangat kecil manfaat kepada perseroan 
bila dibandingkan dengan manfaat pribadi yang diperoleh oleh direktur yang 
bersangkutan. Namun demikian hal ini dapat dikecualikan, apabila dilakukan atas beban 
biaya representasi jabatan dari direktur yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS. 

b. Direktur tidak boleh menjadi pesaing bagi perseoran yang dipimpinnya, misalnya dengan 
mengambil sendiri kesempatan bisnis yang seyogianya disalurkan kepada dan dilakukan 
oleh perseroan yang dipimpinnya, akan tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada 
perseroan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pribadi direktur tersebut. 

c. Direktur harus menolak untuk mengambil keputusan mengenai suatu hal yang diketahui 
atau sepatutnya diketahuinya akan mengakibatkan perseroan melanggar ketentuan 

98 Neville J., dikutip dalam Lipton, Ibid., Hal. 332. 
99 Sutan Remy Sjahdeini, Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Pai/it, Jurnal 

Hukum Bisnis, Volume 1 4, Juli 200 1 ,  Hal. 1 00 .  
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perundang-undangan yang berlaku sebagai perseroan diancam dikenakan sanksi oleh 
otoritas yang berwenang, misalnya dicabut izin usahanya atau digugat oieh pihak lain. 

d. Direktur dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan atau telah tidak 
cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk mencegah timbulnya 
kerugian bagi perseroan. 

e. Direktur dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah tidak melakukan atau telah tidak 
cukup melakukan upaya atau tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan 
keuntungan perseorangan. 

Milman dan Durrant mengemukakan bahwa makin lama makin jelas dalam beberapa 

tahun terakhir ini para direktur suatu perseroan, dengan satu dan iain cara, harus 

bertanggungjawab atas kewajiban-kewaj iban perseroan, kecenderungan ini jelas terlihat 

dalam common law system. 100 Dimana, menurut sistem hukum tersebut, ada dua situasi 

� dimana seorang direktur perseroan mungkin dapat dituntut untuk membayar kerugian karena 

telah melakukan perbuatan melawan hukum (tortous behaviour). Kemungkinan yang 

pertama adalah tuntutan karena kelalaian yang dilakukan oleh direktur dari perseroan yang 

mengalami kesulitan keuangan. Jenis tanggung jawab kedua dapat timbul apabila perseroan 

yang melakukan perbuatan melawan hukum. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, jelas 

bahwa hukum Indonesia tidak menganut prinsip fiduciary duty. Hal ini disebabkan karena 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia merupakan penj elmaan dari 

KUHD Belanda, dimana KUHD Belanda diambil dari Perancis setelah Code Napoleon. 

Sebagaimana diketahui bahwa Code Napoleon tidak mengakui adanya prinsip fiduciary duty 

atau trustee ini. Sehingga pada prinsipnyafiduciary duty terhadap direktur tidak diakui dalam 

civil law system. Hubungan antara direktur dengan perseroan yang dipimpinnya dalam civil 

law system adalah hubungan keagenan atau pemberian kuasa. Jadi, bukan fiduciary relation 

yang menimbulkan fiduciary duty tersebut. 

100 Milman David & Durrat Christoper, Corporate Insolvency : Law and Pratice London; 
Sweet & Maxwell, 1 987, Hal. 1 6 1 .  
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Akan tetapi setelah berlakunya UUPT, banyak teori hllkum yang semua tidak ada 

atau tidak berlaku diadopsi dan diberlakukan di Indonesia, sehingga amat menarik untuk 

dicermati apakah prinsip .fiduciary duty ini juga ikkut diberlakukan oleh UUPT tersebut. 

Untuk mengetahui apakah di Indonesia berlaku prinsip fiduciary duty ini, perlu 

dicermati beberapa pasal dari UUPT, yaitu sebagai beril'Ut : 

Pasal 82 yang berbunyi : 

"Direksi bertanggung jawab penuh atas pengumsan perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik dalam maupun di luar pengadilan". 

Pasal 84 yang berbunyi sebagai berikut: 

( 1 )  Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila : 
a. Terjadi perkara di depan pengadilan antra perseroan dengan anggot.a direksi yang 

bersangkutan; at.au 
b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan 

dengan kepentingan perseroan. 
(2) Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat 

keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
(3) Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagairnana dimaksud dalam 

ayat (3), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili 
perseroan. 

Selanjutnya Pasal 85 menyebutkan sebagai berikut : 

(1)  Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penub tanggung jawab 
menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan 

(2) Setiap anggot.a direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang 
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan 
sebagairnana dimaksud dalam ayat ( 1 ). 

(3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu 
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sama dengan hak suara yang sah dapat 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota direksi yang karena 
kesalahan atau ke1alaiannya menirnbulkan kerugian pada perseroan. 

Penjelasan dari Pasal 28 ayat (3) menyatakan : 

Dalam hal tindakan direksi merugikan perseroan, maka pemegang saham yang 

memenuhi persyaratan sebagairnana ditetapkan dalam Pasal 85 ayat (3) dapat mewakili 

perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan. 
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Dari ketentuan Pasal 82 UUPT, behnn dapat ditarik kesimpulan bahwa UUPT telah 

mengadopsi prinsip fiduciary duty. Ketentuan dalam Pasal 82 tersebut hanya menegaskan 

bahwa pada prinsipnya direktur mempunyai 2 ( dua) fungsi utama, yaitu sebagai berikut : 

( 1 )  Fungsi Manajemen : dalam arti direktur melakukan tugas memimpin perusahaan 

(2) Fungsi Representas� dalam arti direktur mewakili perusahaan di dalam dan di luar 

pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan 

sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat 

oleh direktur atas nama dan untuk kepentingan perseroan. 

Demikian juga ketentuan dalam Pasal 84 UUPT belum dapat disimpulkan adanya 

indikasi pemberlakukan prinsip fiduciary duty dari direktur. Sebab, Pasal 84 sama sekali 

tidak mengindikasikan bahwa direktur perseroan hams mengalah dan hams mengutamakan 

kepentingan perseroan dalam hal terdapat transaksi yang mengadung Conflict of Interest 

antara direktur dengan perseroan. Hanya fungsi representasi direktur yang ditiadakan dan 

fungsi representasi-nya tersebut diganti oleh pihak lain. 

Sebenarnya indikasi berlakukanya prinsip fiduciary duty ini justru ada dalam 

ketentuan Pasal 85 UUPT, khususnya Pasal 85 ayat ( 1 )  menegaskan bahwa setiap anggota 

direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk 

kepentingan dan usaha perseroan. Tugas untuk memperdullik:au (duty of care) dimaksudkan 

disini, bahwa pengurus perseroan diharapkan untuk berhati-hati sehingga terhindar dari 

perbuatan kelalaian yang memgikan pihak lain. 
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Berdasarkan ketentuan Pasal 85 UUPT tersebut, dapat ditarik ki:;smipulaii\bah�a\' .. 

'! l I . \ I \. 
::: . :: mengandung prinsip fiduciary duties, yang terdlli dari 3 (ti�������

' 

. ,  !/1 v • .  , . .;, ,, 
l .  Prinsip yang merujuk kepada kemampuan dan kehati-hatian tindakan direksi (d�ty .skill 

dan care). Unsur yang perlu diperhatian sebelumnya berkenaan dengan tindakan direksi 
adalah apakah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya, direksi 
sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kemampuan dan kehati­
hatian, di samping itu apakah orang yang memiliki keahlian tertentu dan mempunyai 
kesamaan kualifikasi telah melakukan tindakan dalam prosisinya sebagai direktur 
ataukah dijalankan semata-mata untuk kepentingan bisnis pribadinya dan apakah setiap 
t:indakan yang diambil berangkat dari keyakinan akan dilakukan semata-mata demi 
kepent:ingan perusahaan. 

2. Prinsip yang merujuk pada itikad baik direktur untuk bertindak semata-mata demi 
kepent:ingan dan tujuan perseroan (duty of loyalty). Keputusan bisnis diambil dengan 

; dasar ketulusan dan itikad baik sepenuhnya, dalam situasi tertentu dapat membebaskan 
direktur dari pertangungjawaban secara pribadi, sekalipun tindakannya itu 
mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. karena kesalahan perhitungan, akibat adanya 
force majure yang memang terjadi di luar kemampuan manusia ataupun terhadap faktor 
kesalahan lainnya yang menyebabkan kegagalannya tersebut, kecuali kerugian tersebut 
termasuk kategori akibat kelalaian berat (gross neglience). Konsep pemikiran ini 
dijasikan penyeimbangan dalam penerapan prinsip duty of skill and care sebagaimana 
dikenal dalam business judgement principle. 

3 .  Prinsip untuk tidak mengambil keuntungan pribadi atas opportunity yang sebenamya 
milik atau diperuntukkan bagi perseroan (no sevret profit ruledoctrine of corporate 
opportunity). Pelaksanaan tugas direktur terkadang tidak luput dari adanya pertentangan 
kepentingan, karena adanya persamaan bidang usaha antara direktur secara pribadi 
dengan pihak ketiga lainnya. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kompetisi 
yang tidak adil. Dengan asumsi bahwa direktur hanya mengetahui informasi rahasia­
rahasia, misalnya informasi yang menyangkut transaksi perdagangan dari perseroan 
tempat ia berada, atas pengetahuan yang diketahuinya, ia dapat mengetillmi kelemahan 
atau keunggulan perseroan yang bersifat rahasia tersebut, dan justru dipergunakan untuk 
lebih memajukan perseroan yang dimilikinya. 

Selanjutnya masih dalam kerangka fiduciary duty, terdapat kewajiban bagi direktur 

untuk melaporkan saham yang dimilikinya atau yang dimiliki keluarganya, baik dalam 

perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain. 102 Ketentuan ini dimaksud untuk 

1 0 1  
Bambang Kesowo, Kedudukan Direk5i : Suatu Tinjauan Berdasarkan konsep Fiduciary 

Duties, Makalah Dalam Panel Diskusi Hubungan Antara Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris : 
Hak, Wewenang dan Tanggungjawabnya, Jakarta, 1 2  Juni 1 995, Hal. 8.  

102 Pasal 87 UUPT. 
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mendeteksi adanya self dealing dan mendeteksi prosisi direktur Palam hal terjadinya insider 

trading. 103 Berdasarkan teori bisnis property, hal-hal yang dipublikasikan dan berupa 

informasi-informasi internal merupakan harga mi1ik perseroan yang efeknya dipengaruhi oleh 

informasi yang bersangkutan, sehingga apabila kedapatan orang dalam perseroan yang m 

empengaruhi informasi tersebut untuk kepentingan maupun keuntungan pribadinya, direktur 

dapat telah dianggap melanggar prinsip fiduciary duty-nya kepada perseroan. 104 

Pada prinsipnya jelaslah bahwa Judiciary duty merupakan tugas yang diemban oleh 

direktur dengan penuh tanggung jawab dalam kapasitas dan fungsinya demi kepentingan 

perseroan. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa dalam kedudukannya direktur 

berkewajiban mengelola perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta 

mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan 

pemegang saham sekalipun. 105 

Tugas dan pertanggungjawaban direktur kepada perseroan dan pemegang saham 

perseroan telah dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum. 106 Dalam 

melaksanakan kepengurusan terhadap perseroan tersebut, direktur tidak hanya bertanggung 

jawab terhadap perseroan dan para pemegang saham perseroan saja, melainkan juga terhadap 

pihak ketiga yang berhubungan hukurn baik langsung maupun tidak langsung dengan 

perseroan. 107 Tugas dan pertanggungjawaban direktur terhadap pihak ketiga terwujud dalam 

kewajiban direktur untuk melakukan keterbukaan (disclosure) terhadap pihak ketiga, atas 

setiap kegiatan perseroan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perseroan. 

1 03 Bismar Nasution, Diktat Hukum Pasar Modal : Good Corporate Governance, 
Perlindun�an Lingkungan Hidup dan Insider Trading, Universitas Sumatera Utara, 2002, Hal. 50-52. 

1 4 Pasal 87 UUPT. 
1 0� Pasal 82 UUPT. 
1 06 Ketentuan Pasal 21 ayat ( I )  dan Pasal 22 ayat ( I )  UUPT. 
1 07 Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2000), Hal. 1 04. 
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Sebagai kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan, 'direktur bertanggung jawab 

penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang diberikan kepada 

publik (masyarakat) ataupun kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian. Jika terdapat 

pemberian data atau keterangan secara tidak benar atau menyesatkan, maka setiap direktur 

hams bertanggungjawab secara renteng atas setiap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, 

sebagai akibat dari pemberian dan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan 

tersebut, kecuali dapat dibuktikan bahwa keadaan tersebut terjadi bukan karena 

kesalahannya. 108 

Direktur dalam menjalankan tugasnya bertindak untuk dan atas nama perseroan, oleh 

karena itu konsekuensi (baik atau buruk) sebagai akibat perbuatan itu pada prinsipnya dipikul 

perseroan sendiri. Dalam melaksanakan pengelolaan terhadap perseroan, direktur memiliki 

tugas yang terbit secara hukum (by the operation of/aw) dari suatu huhunganfiduciary antara 

direktur dengan pemsahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direktur berkedudukan 

sebagai trustee dalam pengertian hukum trnst, sehingga seorang direktur harus mempunyai 

kepedulian dan kemampuan (duty of care and skiff), itikad baik, loyalitas dan kejujuran 

terhadap perseroan dengan derajat yang tinggi (high degree). 

Kedudukan yang bersifat fiduciary, yang dalam UUPT sampai batas-batas tertentu 

diakui, menyebabkan tanggung jawab dari direktur menjadi sangat tinggi (High degree). 

Direktur tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidakjujuran yang disengaja 

(dishonestly), tetapi secara hukum ia juga bertanggung jawab terhadap tindakan 

missmanagement, kelalaian atau gagal atau tidak melakukan sesuatu yang penting bagi 

108 Pasal 85 ayat ( 1 )  dan ayat (2) Jo. Pasal 90 ayat (3) UUPT. 
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perusahaan. Contoh dari tindakan direktur yang bertentangan d�ngan tugas fiduciary duties 

adalah : 109 

1 .  Jika direktur secara diam-diam memiliki benturan kepentingan (Conflict of Interest ) 
dengan perseroan. 

2. Jika direktur menghalang-halangi pemegang saham minoritas untuk mengajukan 
derifative suit. 

3 .  Jika direktur dengan sengaja tanpa alasan yang sama (willful! refusal) tidak datang ke 
repat direksi sehingga rapat direksi tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi 
kourum rapat 

Dal.am melaksanakan tugas fiduciary duties, seorang direktur harus melakukan 

tugasnya : 1 10 

1 .  Dilakukan dengan itikad baik (bonajides). 
2. Dilalcukan dengan propers purpose. 
3 .  Dilakukan tidak dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (unfettered 

discretion). 
4.  Tidak memiliki benturan tu gas dan kepentingan (conflict of duty and interest). 

Dalam civil law system, jika direktur melanggar salah satu aturan hukum atau 

anggaran dasar perseroan, maka pada umumnya direktur langsung bertanggung jawab secara 

hukum tanpa perlu mempertimbangkan standart tentang kadar kesalahannya. Sebagaimana 

dikemukakan dalam Pasal 82 UUPT, direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan 

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 82 UUPT, oleh Pasal 85 ayat ( l )  

UUPT ditentukan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung 

jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha perseroan. Dengan kata lain, tugas dan 

kewajiban direksi yang ditentukan dalam Pasal 79 ayat ( 1 )  UUPT, yaitu melakukan 

kepengumsan perseroan dan Pasal 82 UUPT, yaitu mewakili perseroan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan, harus dijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 

109 Munir Fuady II, Op. Cit, Hal. 82. 
1 10 Ibid 
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Sekalipun ungkapan yang dipakai dalam Pasal 82 UUPT, ''Y'aitu untuk kepentingan dan 

tujuan perseroan", berbeda dengan ungkapan yang dipakai dalam Pasal 8 5  ayat ( 1 )  UUPT, 

yaitu " untuk kepentingan dan usaha perseroan", tetapi maksudnya sama. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 UUPT No. Pasal 85 ayat ( 1) UUPT, terdapat 2 (dua) 

unsur pokok yang hams diperhatikan oleh direktur perseroan dalam menjalankan tugas 

kepengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat ( 1 )  UUPT, yaitu 

melakukan kepengurusan perseroan dan Pasal 82 UUPT, yaitu mewakili perseroan baik di 

dalam maupun di luar pengadilan. Unsur-unsur tersebut ialah : 1 1 1  

1 .  Kepentingan dan tujuan/usaha perseroan 

2.  Itikad baik dan penuh tanggung jawab 

Kedua unsur tersebut hams dipenuhi common law system, acuan yang dipakai adalah 

standard of care atau standar kehati-hatian. Apabila direktur telah bersikap dan bertindak 

melanggar standard of care, maka direktur dianggap telah melanggaar duty of care-nya. Jadi 

dalam menjalankan tugasnya, direktur tidak boleh melanggar duty of care, direktur dianggap 

telah memenuhi kewajiban menjalankan prinsip duty of care apabila telah memenuhi 

beberapa persyaratan, yaitu : 1 12 

1 .  Membuat keputusan bisnis yang tidak ada unsur kepentingan pribadi, berdasarkan 

informasi yang mereka percaya didasari oleh keadaan yang tepat. 

2 .  Secara rasional mempercayai bahwa keputusan bisnis terse but dibuat untuk 

kepentingan terbaik dari perusahaan. 

1 1 1  Sutan Remy Sjahdeni, Op. Cit, Hal. 425. 
1 12 Heidi Mandanis Shooter, Fiduciary Duties Demanding Cousin : Bank Director Liability 

for Unsafe or Unsound Banking Practices, George Washington Law Review, Januari, 1 995, Hal. 1 80. 
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Di Amerika Serikat, kriteria standar bagi direktur untuk melakukan duty of care 

terhadap perusahaan, klasifikasinya dapat dilihat dalam RMBCA, dimana tugas-tugas 

direktur harus dilakukan : 1 13 

1 .  Dengan itikad baik 

2. Dengan kehati-hatian dimana manusia biasa yang berhati-hati (ordinarily prudent 

person) pada posisi yang sama akan melakukannya ada situasi yang sama 

3 .  Dengan cara-cara yang diyakininya merupakan kepentingan terbaik (best interest) bagi 

perusahaan. 

Seorang direktur dikatkan sudal1 rnelanggar duty of care, rnanakala dia telah 

melakukan kelalaian (negligence) clan mismanagement, seperti : 1 14 

1. Melakukan tindakan tanpa pernbenaran yang rasional. 
2. Tidak mencurahkan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap perusahaan. 
3 .  Tidak melakukan investigasi yang reasonable terhadap rnasalah-masalah perseroan. 
4.  Tidak menghadiri rapat-rapat direksi. 
5 .  Tidak mengawasi bawahannya sehingga tindakan bawahannya tersebut merugikan 

perseroan. 
6. Tidak rnencari tahu secara layak tentang masalah-masalah perseroan. 
7. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam menjalankan tugasnya. 

Secarn klasik, prinsip duty of care dari direktur dapat dijelaskan sebagai berikut : 1 1 5  

1 .  a concious exercise of judgement 

2 .  an informal decision 

3 .  good faith and no self interest 

4. a rational basis 

1 1 3  
Revised model Business Corporation Act Sections (3) dalam Charles R. O' kelley, Jr & 

Robert B .  Thompson, Corporations ang Others Business Associations Cases and Materials, Little 
Brown and Company, United States of America, 1 992, Hal. 236. 

1 14 
Munir Fuady II, Op. Cit. Hal. 86. 

t i s  Ibid Baca Kasus antara Carry, V. Woodruff, 4 9  N. Y. 2d 625, 643 (S. C t  1 944). 
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Di antara kasus-kasus di USA yang telah menyatakan b�wa direktur telah bertindak 

be1tentangan dengan stadard duty of care adalahjika direktur : t J G  

a. Tidak mempelajari fakta-fakta dasar tentang bisnis perusahaan 
b. Tidak secukupnya membaca laporan perusahaan 
c. Tidak mencari jalan keluar ketika terdapat sinyal-sinyal bahaya terhadap 

perusahaan 
d. Mengabaikan tata krama yang standard di masyarakat. 

1 16 Ibid, Hal. 72. 
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4. 1 .  Kesimpulan. 

BAB IV 

KESJMPULAN 

52 

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dalam UUPT 

telah diatur tentang kedudukan direktur dalam mengelola perseroan, termasuk tentang 

pengaturan Conflict of Interest. Namun, pengaturan tersebut tidak secara tegas disebutkan 

meskipun ada disinggung pada Pasal 84 ayat 1 huruf b : "anggota Direksi tidak berwenang 

mewakili perseroan apabila Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan bertentangan 

dengan kepentingan perseroan, dan pada UUPM Pasal 82 ayat 2 Jo. Peraturan Nomor IX.E. l 

mengatur lebih rinci mengenai Conflict of Interest yang dapat dilakukan. Bahwa Bapepam 

dapat mewajibkan emiten atau perseroan publik secara sah untuk dapat melakukan Conflict of 

Interest dengan memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk 

kepentingan ekonomi perseroan. 
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